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ABSTRAK 

Andi Ufayrah Abada Fada (04020220342), dengan judul “Analisis 

Atas Klausul Larangan Perselingkuhan Dalam Perjanjian Pra Nikah Di 

Tinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak”. Dibawah bimbingan Abdul 

Qahar sebagai pembimbing ketua dan Yuli Adha Hamzah sebagai 

pembimbing anggota. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peraturan 

hukum perdata di Indonesia mengenai perjanjian pra nikah, serta mengkaji 

keberlakuan klausul larangan perselingkuhan dalam perjanjian tersebut 

dari perspektif asas kebebasan berkontrak. 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang 

menggunakan pendekatan studi kepustakaan terhadap asas, norma dan 

peraturan Undang-undang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah diakui sebagai 

bagian hukum keluarga; ruang lingkupnya meluas pasca MK 2015 sehingga 

dapat mencakup ketentuan non-harta dan berlaku selama perkawinan; 

klausul larangan perselingkuhan sah secara materi jika disepakati bebas 

dan tidak bertentangan dengan hukum/kesusilaan, meskipun tidak ada 

sanksi pidana.menegaskan keseimbangan antara kebebasan berkontrak 

dan perlindungan moral; perlunya pedoman praktik dalam praktek 

kepastian hukum, dan kebijakan untuk melindungi pihak yang lemah. 

Rekomendasi penelitian ini adalah Untuk memperkuat kepastian hukum 

pelaksanaan perjanjian pranikah, para pihak sebaiknya memahami secara 

mendalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, KUH Perdata, dan Putusan 

MK 69/PUU-XIII/2015. menyusun perjanjian pranikah dengan bahasa 

hukum yang jelas, rinci, dan tidak ambigu; memastikan isi perjanjian sejalan 

dengan hukum, kesusilaan, serta melindungi hak dan kewajiban kedua 

pihak dengan memperhatikan asas kebebasan berkontrak. 

Kata Kunci : Klausul, Larangan Perselingkuhan, Perjanjian Pra nikah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pernikahan merupakan institusi sosial dan hukum yang 

fundamental dalam kehidupan manusia, yang mengikat dua individu 

dalam hubungan lahir dan batin dengan tujuan membentuk keluarga 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan.1  

Undang-Undang ini menegaskan bahwa perkawinan adalah sah 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta harus dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 1 

dan 2 UU No. 1/1974). Hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono 

Soekanto dan Sri Mamudji yang menyatakan bahwa "perkawinan 

merupakan institusi yang menimbulkan akibat hukum yang mengikat 

para pihak secara sah dan mengatur hak serta kewajiban mereka".2 

Seiring perkembangan zaman, muncul kebutuhan untuk 

melindungi hak-hak individu dalam perkawinan, terutama apabila 

terjadi perceraian atau perselisihan rumah tangga. Salah satu bentuk 

 
1 Enggel Gresnia. (2024). Hukum Perjanjian Pranikah dalam Pandangan Hukum 

Perdata. AL-BAHST: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, 2(1).Riau: Universitas Islam 
Indragiri. hlm. 62-63 

2 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. (2010). Penelitian Hukum Normatif Suatu 
Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.hlm. 45. 
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perlindungan tersebut adalah dengan dibuatnya perjanjian pranikah 

(prenuptial agreement), yaitu suatu perjanjian yang dibuat oleh calon 

pasangan suami istri sebelum atau saat pernikahan berlangsung 

dengan tujuan mengatur hak dan kewajiban, tidak hanya terkait harta 

kekayaan, tetapi juga aspek-aspek lain yang dianggap penting, 

termasuk klausul larangan perselingkuhan.3  

Salah satu aspek penting dalam hukum perkawinan di Indonesia 

adalah pengaturan mengenai perjanjian pra-nikah. Pasal 29 UU No. 1 

Tahun 1974 yang diubah maknanya oleh Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan tafsir konstitusional 

bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat tidak hanya sebelum akad 

nikah dilangsungkan, tetapi juga selama masa perkawinan dengan 

persetujuan kedua belah pihak secara bersama-sama.  

Menurut Subekti, perjanjian pranikah adalah "perjanjian yang 

dibuat untuk mengatur hubungan harta kekayaan antara suami dan istri 

selama perkawinan berlangsung".4  

Dalam praktiknya, semakin banyak pasangan yang memasukkan 

klausul-klausul non-harta ke dalam perjanjian pranikah, seperti klausul 

larangan perselingkuhan, larangan poligami, larangan kekerasan 

dalam rumah tangga, hingga pengaturan hak asuh anak jika terjadi 

perceraian.5 Klausul larangan perselingkuhan menjadi isu yang 

 
3 Soetojo Prawirohamidjojo.(2019). Perjanjian Pranikah. Bandung: Mandar 

Maju.hlm.120. 
4 R,Subekti (1994). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.hlm. 9. 
5 Ibid., hlm. 10-11. 
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menarik dan cukup kontroversial karena menyangkut aspek moral, 

agama, dan kepercayaan dalam rumah tangga. Perselingkuhan 

merupakan pelanggaran serius yang dapat merusak keharmonisan 

rumah tangga dan berpotensi menjadi alasan perceraian.6 Dalam 

hukum Islam, perselingkuhan dikategorikan sebagai perbuatan zina 

yang dilarang keras dan merupakan dosa besar yang harus dihindari. 

Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surah Al-Isra ayat 32. 

 

Terjemahan : 

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah 

perbuatan keji dan jalan terburuk.” 

Kasus putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 

1234/Pdt.G/2019/PA.JKS menjadi contoh nyata pengakuan terhadap 

klausul larangan perselingkuhan dalam perjanjian pranikah. Dalam 

putusan ini, pengadilan mengakui keabsahan klausul tersebut sebagai 

bagian sah dari akad nikah, berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) Pasal 29 yang memperbolehkan perjanjian pra-nikah 

selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hakim menilai klausul 

ini memperkuat komitmen kesetiaan dan tidak bertentangan dengan 

Undang-Undang Perkawinan selama tidak menimbulkan kerugian tidak 

 
6 Monty P. Satiadarma,(2010). Menyikapi Perselingkuhan, Jakarta: Pustaka Populer., 

hlm. 11. 
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adil. Namun, pengadilan menegaskan bahwa perselingkuhan harus 

dibuktikan secara sah melalui bukti kuat dan bahwa klausul ini tidak 

menggantikan proses hukum pidana. Putusan ini juga didasarkan pada 

asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata) dan didukung 

fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mensahkan perjanjian kesetiaan 

dalam pernikahan. 

Oleh karena itu, beberapa pasangan memilih untuk memasukkan 

klausul larangan perselingkuhan dalam perjanjian pranikah sebagai 

bentuk proteksi dan pencegahan atas risiko keretakan rumah tangga.7 

Hal ini sejalan dengan pendapat Salim HS bahwa "perjanjian pranikah 

dapat memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat preventif untuk 

menjaga keharmonisan rumah tangga selama tidak bertentangan 

dengan hukum dan moral".8 

Meskipun demikian, pencantuman klausul larangan 

perselingkuhan dalam perjanjian pranikah menimbulkan perdebatan 

yuridis karena Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 

1338 KUH Perdata memberikan kebebasan bagi para pihak untuk 

menentukan isi perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, 

ketertiban umum, dan kesusilaan.9 Akan tetapi, kebebasan ini tidak 

 
7 Rahmat Fadillah & M. Beta Subehi. (2024). Perjanjian Pranikah untuk Tidak Selingkuh: 

Perspektif Hukum Islam di Indonesia.Banjarmasin: Interdisciplinary Explorations in 
Research Journal.hlm. 724-725. 

8 Salim HS. (2005). Hukum Perjanjian: Teori dan Praktik di Indonesia. Jakarta: Rajawali 
Pers.hlm. 134. 

9 Mega Indah Fiani,(2024). Analisis Pencantuman Klausula Eksonerasi Ditinjau dari Asas 
Kebebasan Berkontrak di Indonesia, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 
5, No. 4, hlm. 3-4. 
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bersifat mutlak dan harus diimbangi dengan prinsip keadilan dan 

perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah agar tidak terjadi 

ketidakseimbangan yang merugikan.10 Hal ini diperkuat oleh pendapat 

Otje Salman Soemadiningrat yang menyatakan bahwa "asas 

kebebasan berkontrak harus diartikan secara proporsional dengan 

memperhatikan keadilan dan kepentingan umum".11 Klausul yang 

memberatkan secara sepihak atau bertentangan dengan asas keadilan 

dapat dibatalkan oleh pengadilan.12 

Kekosongan pengaturan rinci dalam UU Perkawinan menimbulkan 

kekosongan hukum dan ambiguitas yang berpotensi memunculkan 

sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian 

yuridis mendalam untuk menilai sejauh mana klausul larangan 

perselingkuhan dalam perjanjian pranikah dapat diterima secara hukum 

dan bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam konteks 

tersebut.13 Hal ini sesuai dengan pendapat Salim HS yang menekankan 

pentingnya "perlindungan hukum yang seimbang dalam kontrak agar 

tidak terjadi penyalahgunaan asas kebebasan berkontrak".14 

Berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini penulis akan 

menguraikannya dalam sebuah penulisan karya ilmiah dengan judul 

 
10 Ibid., hlm. 7-8. 
11 Otje Salman Soemadiningrat.(1993). Pengantar Hukum Indonesia. Bandung: Citra 

Aditya Bakti. hlm. 112. 
12 Mega Indah Fiani.(2024) Op.Cit. 
13 Dinda Ramadhani, Op.Cit., hlm. 11-12. 
14 Salim HS. (2010). Hukum Perjanjian di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.hlm. 85. 
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“Analisis Atas Klausul Larangan Perselingkuhan Dalam Perjanjian 

Pra Nikah Di Tinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak” 

B. Rumusan Masalah  

Rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah: 

1. Bagaimanakah peraturan hukum di Indonesia mengenai 

perjanjian pra nikah ? 

2. Bagaimanakah keberlakuan klausul larangan perselingkuhan 

dalam perjanjian pra nikah di tinjau dari asas kebebasan 

berkontrak ? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan hukum perdata 

di Indonesia mengenai perjanjian pra nikah. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis keberlakuan klausul 

larangan perselingkuhan dalam perjanjian pra nikah di tinjuan 

dari asas kebebasan berkontrak. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran yang bersifat teoritis dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan hukum khususnya yang berkaitan dengan 

kedudukan perjanjian lisan dalam sistem hukum Indonesia terkait 

dengan perbuatan wanprestasi. 

2
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2. Manfaat Praktis 

Hasil dari peneitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

di kalangan akademisi, praktisi hukum maupun penegak hukum 

mengenai kedudukan perjanjian lisan dalam sistem hukum 

Indonesia terkait dengan perbuatan wanprestasi. 

3. Manfaat Sosial  

Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat luas, khususnya calon pasangan suami-istri, 

mengenai pentingnya pengaturan perjanjian pranikah yang adil 

dan selaras dengan ketentuan hukum serta norma kesusilaan. 
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